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BTIPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PI}RA'TURAN BT'PATI GARUT

NC}MOR 43 TAIrUN 2(,16

TENTANG
D.A,N SUSI'NAIT. ORGAtrYIS}A.SI PERUSAHAAN

TIRTA INTAN KABUPATEIY G}ARUT
DAIRAII AIR MINUM

DENGA.DI RATIMAT TT'IIAN YANG MAT{A ESA

BUPATI GAtr.'UT,

batrwa dengan clitetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 6 Tahun 2o1o tentang perusahaan Daerah Air Minum TirtaIntan Kabupaten Garut serta, 'adanya penarnbah.an jumrah
pelanggan pada Perursahaan Daerah Air Minurn Tirta- IntanKabupaten Garut, maka rlalam rangka peningkatan kinerja
Perusahaan Daerah Arr Minurn Tirta Intan rauupaten Garut agr
dapat bekeg'a secara profesional dan terstmktur, dipandang peilu
adanya pengaturan tentang strulctur organisasi dan 

-t t l..rJa-;
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud d.alarn
hruruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang I(edudukan
dan susunan orgalisasi perusahaan Daerah eir tvtinum Tirta
Intan Kabupaterr Garut;

Undang-undang Nornor l+ Tahun 19so tentang pernbentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungal provinsi Jawa Bar,at
(Berita Negara 'l'ahun I95o); sebagairnana tetah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentut an
Kabupaten Purwakauta dan Kabupaten Subang deirgan Mengubah
Undang-uncang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pernbeniukal
Daera-h-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi' Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom.or 2851);
Undang-Undarrg Nornor- 23 Tahun 2ol4 tentang pernerintatral
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4
Nornor 224, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaima.na telatr beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 ls tentang perubahan
Kedua Atas undang-Urlcang Nornor 23 Tahun 2oL4 tentang
Pemerintahan Daerab r(I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tamtrahan Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Nomor 5679) ;

undang-urrdang Noirror 33 Tahun 2oo+ tentarrg perimbangan
Keuangan Antara- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nornor 4a3,A\

lv,{cnimbang
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tatrun 2oo5 tentarig
Pengembarlgan Sistern Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 33, Tambahan tembaran
Negara Republik Indonesia Nornor aagO);
Peraturanr Pernerintatr Nornor 79 Tahun 2oo5 tentang pedornam
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerinta-tran
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20os
Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a593);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 2 Tahun 2ooz tentang
Organ dan Kepega'"vaian Perusa_haan Daerah Air Minum;
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2o1o tentalg
Perrlsaf.aan Daera]: Air' Minurn firta Intan Kabupaten Gaiut(Lernbaran Daerah Kabupaten Garut l'ahun 2OLO
Nornor 6);

Peraturan Daeraj- Kabtrpaten Garut Nomor 22 Tatrun 2oog
tentang Pernbentukan dan Susunan organisasi sekretariat
Daerah dan Sel<retariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ganrt (Lernbaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
2oo8 Nomor 37) sebagaimana tr;.lah beberapa kari diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor I Tahun 2ot4
tentang Ferubahan Kedua ,A,ta.s Peraturan Daerah Kabupaten-'
Garut Nor.or 22 Tahun 2oo8 tentang pernbentukan dan susunan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakya'r Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2014 Nomor 8);
Peraturan Bupati Garut Nomor 5o ratrun 2012 tentang Dewan
Pengawas dan Direksi Penrsahaan Daerah Air Minum Tirta Intan
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2oL2
Nomor 4);

Ivleneta.pkan

ME]}[UTUSIIAN:

PERAIN'RAN BTIPATI TENTANG I(EDI'DI'I(AN DAI{ SUSI'NAtrt
ORGATTISASI PERUSATIAAII DAERAH AIR UINUM TIRTA INTAN
KABT'PATEN GARUT.

BAB I
I(EIENTUAT{ T'MI'M

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2" Pemerintah Daeratr adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintatran

Daeratr yang memirnpin pelaksanaa:r uruaan pemerintatran ya.rrg rnenjadi
kewenangan daerah otorrom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perusatraan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDi\M adalah Badan

Usatra I'lilik Daerah yarag bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Perusaltaan Daerah Air Minurn Tirta Intan Kabupaten Garut yang selar{utnya

disebut PDAM Tirta Intarr adaJah Badan Usatra Mifik Pemerintatr Kabupa-ten Garut.
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5.
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6, Pemilik Modal adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah.
7. Dewan Pengarvas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan.
a. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta. Inta:r.
9. Peganr,-ai adalah Pegawai PDAM'l'irta Intan.
LO. Cabang adafah kantor pelayanan PDAM Tirta Intal yang secara langsung

bertanggung jawab kepada kantor pusat PDAM Ttrta.Intan.

BAB II
KEDUDTIKAN PDA{ TIRTA IITTAN

Pasal 2
(1) PDAM Tirta Inta.n rnerupakem Perusahaan Milik Daerah yaJ7.g menyelenggarakam

pengelolaan di bidang pelayanan air bersih dan bert<iduaukan "e""r. tetap
di Kabrrpaten Garut.

(2) PDAM Tii.a Intan sebagairnana dirneiksud pada ayat (1), dapat mernbentuk Cabalg
PDAM di w-ilayah Kabupaten Garut.

(3) labang PDAM sebagairnana climaksud pada ayat (2) dapat membuka Unit
Pelayanal di wilayah Kabupaten Garut.

(4) Pembentukan Cabang dan Unit pelayanan PDAM sebagaimana tlirnaksud peda-"
ayat (2) dan ayat (3) harus rnemenuhi kctentuan peraturan perundang-undairgan
yang berlaku.

Pasal 3
PDAM Tirta Intan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas
pokok rnenyelenggara-kan pengelolann di bidang air bersih sesuai dengan fetentuan
peraturan perundang-undangErn yang berlaku.
Da-lam rnelaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), PDAM
Tirta Intan rnempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perlrnrusan kebijakan dan strategi ushha pengelolaan air bersih;
b. penyelengS;ara€tn pelayanan umurn dan Jasa kepada masyaraka.t konsurnerr

dalam penyediaan air bersih;
c. perencanaan pembangrrnan, pemelihar-aan dan pengawas€ua terhadap sarana

prasarana air rninum yarag menjadi aset perusahaan;
d. pengelolaan keuangan perusahaan untuk mernbiayai operasional perusa}.aan

dien pembangunErn daerah/investasi; dan
e. pengelolaan pegawai PDAM Tirta Inta4.

i

BAB III
SUSTIIYAN DAN STRIII(TUR ORGANISASI

Pasal 4
Susurnan organisasi PDAM Tirta Intan terdiri dari Pernilik Modal, Dewan Pengawas
dengan Ketua, Selrretaris dan Anggota, serta Direksi dengan 3 (rig.a) Direktur,
6 (enam) Bagian dengan 17 (tujuh belas) Subbagran dan Cabang.
Stnrlctur Organisasi PDAM Tirta Irrt€.n, adalah sebagai berikut:
a. Pernilik Modat;
b. Dewan Pengawas;
c. Direksi, f-erdiri dari:

1. Direktur Utama;

(1)

(2)

(1)

(21



2- Direktur Administrasi dan Kerrangan, membawahkan:
a) Bagian LJmum, membawahkan:

1) Subbagi,an Adrninistrasi Umum dan Aset;
2l Subbagian Pengadaan; dan,
3)- Subbagran Gudang.

b) Bagian Keuangan, membaurahkan:
1) Subbagian Anggara_n dan Veri.frkeisi Keuangan;
'2) Subbagian Pembuktran:
3) Subbagian Kas dan pajak; dan
4) Sqffoagran Rekening dan Teknologi Informasi.

c) Bagian Hubungr,an Langg;anan, rnernbawatrkan:
1) Subbagian Pelayanan I-angganran;
2) Subbagian Humas clan pemasa.ran; dan
3) Subbagian Pengolah Data. i

d) Bagian Kepegawaian, rnemb"*Ln"ru
1) Subbagran Adrninistlasi Keiegawaian; dan
2) Subbagian PengemtrangEu-r pegawai.

^ 3. Direktur Tel<rrik, rnembawahkan:
a) Bagian produksi clan Distribusi, membawahkan:

1) Subbegran Produksi;
2) 3qfolagral Distribusi.; dan
3) Subbagian Perneliharaan dan Bengkel Meter.

b) Bagia, perencanaan da, Litbafg, membawatrkan:
1) $plfuagran Perencan:aan Telorik; dan
2) Subbagran Penelitian dan Pengernbangarl.

d. Satuan peugawas trnternal; dan
e. Cabang.

(3) Bagan Stnrktur organisasi PD.AI\4 Tirte Intan tercantum dalam la,mpira, yangmerupakan bagtan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupa.ti ini..

Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, serta tata keq'a PDAM Tirta Intan
d itetapkan den gan peraturan- B u pati tersendiri.

BAB IV
SATIIAN PEITGAWAS IITTERITAL

palral 6
(1) Pada PDAIVI Tifta Intan dape.t ditetapkan satuan pengawas internal.
(2) Ketentuan lebih tanjut rnengenai satuan Sengawas internal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
TATA I(ER^'A

""'T:I;'""
Pasal I

Dalam melaksan"tr- tugas clar: {ungeinya, Devran pengawas, Direksi, KepalaBagian, Kepala Cabang, Kepala. Subbagian, wajib *"r.""pTi*-phn=ip tol.ainasi,integrasi dan sinkronisasi baik dalam .rnit r.erSimasing-masing maupun a.tar unitkerja pada PDAIVI Tirta Intan serta lembaga i"irr ai tular poailt tirta Intan sesuaidengan tugas dan fungsinya rnasing-rnasing.
Setiap pimpinan unit kerja w4iib mengawasi bawallannya masing-masing aan 6lat-erjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang Jipertutln sesuaidengan peraturan perurrdang-undangan
Setiap pinrpinan unit kerja bertanggung jawab rnernirnpin dan rnengkoordinasikanbawahan rnasing-masing dan rnErnberikan birnbinian serta petunjuk bagpelaksanaan tugas bawah.annya

(4) Setiap pimpinan unit ke{a wajib rnengikuti <lan mematqhi pet,nj,k danbertanggung jaryab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporamberkala tepat pada_ waktunya.

9:9"p laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya wajibdiolah dan dipergunakan sebagai bahan unhrk penyusunan laporan teuih lanjutdarl untuk mernberikan peturljulc kepada hawahan.
DalTn rrrenyarnpankan iaporan rnasing-mising kepada atasan, terrrbusan laporanyajib disampaikan kepacla unit keda lain v"rrs secara fungsional rnernplnyaihubungan keqia.

-S9dlp pimpinan unit kerja PDA.lvI Tirta Intan wajib memimpin, memberikanbimbingan dan pretunjuk pelak-qanaan tugas pokok serta pengendalian kepadabawahan.
Da]am rnelaksanakan tugas rlan dalam rangka pember:ian binrbingan kepadabawahan masing-rn"litg, setiap pim;rinan u.rit t<e4a wajib mengad-akan rapatkoordinasi secara berkzrla.
Pelaksa.naan koordinasi sebagairnana d.imaksud pada ayat (1) sirrnpai denganayat (3) wajib dituangkan dalarn ri.salah tertulis.

(1)

(2)

(3)

(s)

t6)

(7)

(8)

(e)

(l)

(2)

(1)

Bagian Kedua
Pertanggungfawaban

Fasal I
Dalam melaksalakan tugas, fungsi dan wev/enang, Direksi bertanggung jawab
kepada Pemilik melalui Dewan penga-,rzas.

Seilap pimpinan unit kerj'a pada PDAIyI Tirta Intan wajib mengikuti dan mernatuhipetunjuk-petunjuk serta bertanggr-lng jawab kepada ata.sannya masing-masing.

Baglan Ketiga
IIal Mewaktlt

Pasal 9
Dalarn hal Direlctur Utama trerhalangan, maka Direktur Utama dapat menunjuksalah seorang l)irelrtur dengan rnernperhai'kan senioritas dan kepanLgka.tannya. -



(2)

(s)

6

Apabila Direktur Utarna berhalangan lebih da-ri 6 (enam) hari kerja, Direktur Utarnarnenunjuk 1 (satu) orang pejabat PDAM firta Intan sebagai pelaksana tugas

Penunjukam pelaksala tllgas Direktur I Utama sebagairnana dimat<sud pada
ayat (2) dit-etapkan dengan Keputusan Djreksi dan diketahui olelr Dewam Pengawas.

(4) Keputusan Dirbksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan patring larna
15 (Urna belas) trari.

BAB V
I(ETtrNTUAN PERALI'IIAN

Pasal trO ,

(1) Dafam rangka menjarnin kelangsungan tine4a PDAM Tirta Intan, untuk pertama
kalinya dalarn raltgka pengisian struktur PDAM Tirta. Intan berdasarkan PCraturan
Bupati ini, Penrilik Modal dapat rnengukuhkan Direksi yang sudatr rnenlegangjabatal setingkat dengan jabata.n yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi
per:syaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali tlitentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi yang ada sebelum terbentukny'a Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya sarnpai diadakan penyesuaian berdasarkan Perattrran
Bupati ini.

BAB \rI
KEf,ENTTIAIT PTNI,TI'P

Pasal 11
Pada saa.t Peratnra-rt Bupati ini muled berlaku, rnaka segala ketentuan yang telah
dan mengatur hal sama serta bertentangan dengan Peraturan Brapati ini, dica.but
dinyatakan tidak berlakr'. 

r

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.

Agar se*Jap orang mengetal.uinya, rnernerintahkan pengundangalr Peraturan
Bupati irri dengan penempatannya dalarn Ilerita Daeratr Kabupaten Oanrt,

Dltetapkan dl Gainrt
pada tanggal 29 -. LZ - 2oL6
BUPATI GARUT,

ttd
RT'DY GIrITAIITAIT

Dlundangkan dl Ganrt
pada tanggal 29 - L2 - 2o16
SEKIIET/TRIS DAERATI ITABI'PATEN GAI3.U'T,

ttd

IMAN ALIRAHMA.N
BERITA DAERAII I(ABIIPATEN GARUT
TAITTIN 2OL6 NOIuOR 43

ada
dan
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